
Retribusi Pelayanan 
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8 TAHUN 2008 8 TAHUN 2008 8. 

Retribusi Pemeriksaan 
I 
Alat Pemadam Kebal<aran 

7 TAHUN 2008 7 TAHUN 2008 7. 

Retribusi Pasar 6 TAHUN 2008 6 TAHUN 2008 

PDAM Tlrta Buhan Kota 

I Tebing Tinggi 

6. 

NO NOI\IIOR DAN TAHUN NOMOR DAN TAHUN TENT ANG 
URUT LEMBARAN DAERAH PERA TU RAN DAERAH 

1 2 3 ' 4 

1. 1 TAHUN 2008 1 TAHUN 2008 Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah. Kota 

Tebing Tinggi Tahun 

Anggaran 2008. · 

I 2. 2 TAHUN 20.08 2 TAHUN 2008 Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik 

3. .3 TAHUN 200.8 3 TA.HUN 2008 Kelurahan 

4.· 4 TAHUN 200,8 4 TAHUN 2008 Penetapan Nama Rum.ah 
Sakit Umum Oaerah Kota 

I 

.. 
I Tebing Tin·ggi 

I 5. 5 TAHUN 2008 5 TAHUN 2008 Organ dan Kepegawaian 
. . 

!..EMBAR.AN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 . .. 



2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 62, . 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor J569). 

I. Undang-Undang Nomor 9 Ort Tahun 1956 Temang Pernbentukan 
Daerah Otonom Kota - kota kecil dalam Lingkuugan Dacrah Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia "Tahun 1956 
Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
I 092). 

Mengingat 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanu dirnuksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Pertuuran Dacrah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tatum Anggaran tentang 
Pembentukan Dacrah Kota Tebing Tinggi Tatum Anggaran 2008. 

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagairnana dimaksud dalam 
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan urnum APBD serta 
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersarna antara 
pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Nopember 
tahun 2007. 

b. 
! 

i. 
I 

i 
~ 
t t 

c. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (I) Undang­ 
Undang Nomor 32 · Tahun 2004 tentang Pcrnerintahan · Daerah 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 3 "Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­ 
Undang, Kepa!a daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

· tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 
persetujuan bersarna; 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TlNGGI 
NOMOR 1 TAHUN 2008 

TENT ANG 
ANGGARAN PENDAPATAN.DAN BELANJA DAER.AH 

KOTA TEBING TINGGI 
TAHUN ANGGARAN 2008 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA TEBlNGTINGGI 

PElv.[ERINTAH KOTA TEBING TINGGI 
-~ • 

w· ... 
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13. Peraturan Pemcrintah Nomor 7 Talu111 I •r:'•1 1..:111:111;.:. Pcmhcntukan 
Batas Wilayah Kotamadya Dacrah ·1 i11:!k:11 11 I, h111g TirH.:!!1 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal11111 1 •i-:•i ,. -n i. ,:· 12 ): 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentaug Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pcurcrintnhan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi111 200-1 Nomor L26. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Noruor 4438): 

11. Undang-Undang Numor 32 Tahun 2004 tcntnug Pc1111.:ri111aha11 Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20!)-I Nornor 125. 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Uudang Nornor 8 Tahun 
2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pernerintuh Pcngganti Undang­ 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahun Ducrah menjadi Undang­ 
Undang (Lemharan Negara Repuirlik Indonesia Tnhun ·2005 Nornor 
I 08, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndoncsiu nomor 4548): 

I 0. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sisicm Percncanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
20A4 Nomor I 04, Tambahan Lernburun Negara Rcpubl ik Indonesia 
Nomor 442 i ); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksanaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nn111or 6(l, Tambahan 
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4400): 

... 

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tcnuing Perbendaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonior 75, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 . 

. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286): 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Pcrolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tcntung l'a_iak Daerah dan 
Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 997 
Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undung Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndoncsin Tahun 2000 
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

3. 

Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 ten tang Pcmbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. 
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25. Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tcutang Pcdoman 
Pcnyusunan dan pcnerapan Standar pelayanan Minimal (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ~,,mor 150. 
TambahanLembarnnNcgaraRcpuhliklndoncsiar-:,,11hn -l~X--); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ientung Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tcntnng Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4577); 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm lnformasi 
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik lndonc:sia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indoncsra Nomor 
4576); 

21. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 ientang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005· 
Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentaug Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia· 
Tahun 2005 Nemer 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005· tcntang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 · Tahun 2004 tentaug Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 

.tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4540); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I ten tang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.?.00 I Nomor 119, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 139); 

15. Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik "Indonesia Tahun 200 I Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4138); 

14. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 20.01 tentang Pcmbinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

. .. 
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(2) Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimakud pada ayat (I) huruf a tcrcliri dari jenis 
pendapatan: 
a. Pajak Daerah scjumlah Rp.3.968.637.500,- 

!~-... b. Rctribusi Dacrah scjumlah Rp.5.916.425.000,- 
c. Hasil Pengclolaan Kckayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.1.soo.11110.000.- 
d. Lain-lain pcndapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.2.610.000.000.- 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.13.995.062.500,- 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.271.13 7 .845.000,- 
c, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.11.790.854.000,- 

Pasal 2 

3:.88::: .65 ! 

61.916.390.685 (-) Rp. 
Rp. 

Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pcmbiayaan Anggaran tahun Berkenaan: 

b. Pengeluaran 
62.516.390.685 

600.000.000 (-) 
Rp. 
Rp. 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 

61 88J .507.034 Surplus /(Defisit) 

296.923. 761 .500 Rp. 
Rp. 
(Rp. 

(-) 

Pendapatan Daerah 
Belanja Daerah 

1. 

2. 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikui: 

Pasal 1 

Menetapkan 

WALIKO'I' A TEBING TINGGI 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KOTA TEB1NG TINGGI TAHUN 
ANGGARAN 2008 

• 

dan 
DEWAN -PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGl 

Dengan Persetujuun Bersarna 

30. Keputusan Dewall Perwakilan Rakyat Daerah Kora Tcbing Tinggi No. 
01 Tahun 2005 ·tentang Peraturan Tata Tertib · Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2004 - 2009: 

29. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan · atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor l 3 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor l 3 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 temung Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarubahan Lernbaran . 
Negara Republik Indonesia Nomor 46 l 4 ); 

• .. 



5 

.... 

(2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pcmbiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Sii.PA) 

sejumlah Rp. 62.516.390.685,- 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,- 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0.- 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,- 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,- 
f. Penerimaan P,!utang Daerah sejumlah Rp.0,- 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jcnis pcmbiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,- 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pernerintah Daerah sejumlah Rp.600.000.000.­ 
c, Pcmbayaran Pokok Utang scjumlah Rp.0.- 
d. Pcmbcrian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,- 

(I) Peuibiayaan Daerah sebagaimana dimaksuclalam pasal l terdiri dari : 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 62.S 16.390.685,- 
b. Pengeluaran sejumlah Rp.600.000.000.- 

Pasal 4 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.17.486.040.500,- 
b, Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.69.462.352.000,­ 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. ! 10.284.257.040,- 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat . (I) huru r a icrdiri dari jenis 
belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.1,59,812.888.994,- 
b. BeJanja Bunga sejumlah Rp.0,- 
c. Belanja.Subsidi sejumlah Rp.1.500.000.000,­ 
d .. Belanja Hibah sejumlah Rp.161.730.000,- 

. e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.0,- 
f. Belanja Bagi Hasil sejurnlah Rp.0,- 
g. B.elanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.0,- 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. l 00.000.000.- 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.161.5.74.618.994,- · 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. l 97.232..649.540,- 

Pasal 3 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri 
dad jenis pendapatan: 
a. Hibah sejumlah Rp.0,- 
b. DanaDarurat sejurnlah Rp.0,- 
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 7.454.000.000,- 

. d, Dana Penyesuaian dan Otonorni Khusus sejumlah Rp.0,- 
e: Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 

sejumlah Rp.4.336.854.000,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.18.067.930.000,­ 
b.Dana Alokasi Umum sejumiah Rp.221.913.915.000,­ 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.31.156.000.000,- 

.. 
' 

----------------------- ·----·--· - 
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Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD . 

Pasal 6 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan 

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelurnnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

Daftar Perkiraan Penarnbahan Dan Pengurangan Aset lainnya; 

Daftar Perkiraan Peuambahan dan Pengurangan Aset Terap Daerah; 

Daftar Penyertaan r,-~ ..• :,,: (Investasi) Daerah; 

Daftar Piutang Paerah; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan: 

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuaogan Negara; 

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Ringkasan APBD; 

6. LarnpiranVl 

7. Lampiran VII 

8. Lamplran VIII 

!l Larupirau i:X '7 • .. 
10, Lampiran X 

11. Larnpiran XI 

12 Lampiran XU 

13. Lampiran XIII 

I. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3 Lampiran Ill 

4; Lampiran IV 

5. Lampiran V 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1, tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, terdiri dari: 

Pasal 5 
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~:::::::=!T<ilfffil~~suai dengan aslinya 
:;;,,t~~l._~~·~n Organisasi dan Hukurn .. 

IR.HAM T AUFIK 
LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR I 

ABPUL HAFIZ HASIBUAN 

ttd 

W ALIKOT A TEBING TINGGI 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 21 Januari 2008. 

ttd 

SEKRET ARIS DAERAH KOT A TEBING TINGGI 

Dlundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 21 Januari 2008 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah.· . 

. .. 
Pasal 7 


